
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan
merupakan urusan pemerintahan bersifat wajib  terkait
dengan pelayanan dasar;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan
prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan,
diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah
Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentangStandar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

19. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan
diKabupaten/Kota;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 65);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012 Nomor 8);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 145);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangungan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATANKABUPATEN
BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD  adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

7. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang
paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam  memberikan
dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat  untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut
SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

9. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud
melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan (promotif), pencegahan
(preventif), pengobatan (kuratif), rehabilitasi (rehabilitative) dan
pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang  kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas dan jaringannya baik rawat jalan maupun rawat inap



12. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh
Rumah Sakit baik rawat jalan maupun rawat inap.

13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian
keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang
kesehatan.

14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan/atau
nilaiakumulatif  secara  kuantitatif  maupun kualitatif yang harus
dicapai  sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

15. Pelayanan Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan
Ketentuan Mutu Layanan Dasar.

BAB II
SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman  daerah
di bidang pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan  Minimal
di Kabupaten Banjarnegara.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati iniadalah :
a. meningkatkan kualitas   pelayanan kepada masyarakat pada bidang

kesehatan;
b. meningkatkan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerahlingkup

kesehatan terhadap  pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan
dengan masyarakat;

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan; dan
d. memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat
adalah sebagai :
a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan

terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah
di bidang kesehatan;

b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya
kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah  sebagai
penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;



c. acuan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengukuran
kinerja daerah di bidang kesehatan; dan

d. pedoman penyusunan program tahunan se1ama 5(lima) tahun bidang
kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator dan Target SPM Bidang Kesehatan

Pasal 5

(1) SPM Bidang Kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan
target capaian kinerja.

(2) Jenis Pelayanan, indikator dan target capaian kinerja pada SPM Bidang
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BagianKetiga
Pengorganisasian

Pasal 6

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan  pelayanan bidang
kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan
oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam
perencanaan program dan pencapaian target pelaksanaan pelayanan
kesehatan di Daerah;

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan.

(3) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan
pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dengan Perangkat Daerah lain.

(4) Dinas melakukan evaluasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan setiap
tahun sebanyak 2(dua) kali.



Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 8

(1) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas berkewajiban  menyampaikan laporan
capaian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan kepada Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam satu
tahun.

(2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan
kinerjapelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan
kepada  Bupati.

(3) Bupati menyampaikan laporan capaian kinerja penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan, Menteri
Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi dan GubernurJawa Tengah.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja target,
pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan,pembangunan bidang kesehatan dibebankan pada APBD dan
sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah dilakukan
oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh
Dinas.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Kesehatan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di  Banjarnegara
pada tanggal 21-11-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 85

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATANKABUPATEN BANJARNEGARA

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO
JENIS

LAYANAN
DASAR

MUTU
LAYANAN
DASAR

PENERIMA
LAYANAN
DASAR

PERNYATAAN
STANDAR DEFINISI OPERASIONAL TARGET

1 2 3 4 5 6 7
1 Pelayanan

kesehatan ibu
hamil

Sesuai
standar
pelayanan
antenatal

Ibu hamil Setiap ibu
hamil
mendapatkan
pelayanan
antenatal
sesuai standar

Jumlah ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan K4 di
fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah dan swasta

X 100%
100%

Jumlah semua ibu hamil di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun yang sama.

2 Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin

Sesuai
standar
pelayanan
persalinan

Ibu bersalin Setiap ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan
persalinan
sesuai standar

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan
sesuai standar di fasilitas kesehatan

X 100% 100%
Jumlah semua ibu bersalin yang ada
di wilayah kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun



1 2 3 4 5 6 7
3 Pelayanan

kesehatan
bayi baru lahir

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
bayi baru
lahir

Bayi baru
lahir

Setiap bayi
baru lahir
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28
hari yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar

X 100%

100%

Jumlah semua bayi baru lahir di
wilayah kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun

4 Pelayanan
kesehatan
balita

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
balita

Balita Setiap balita
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Jumlah balita 0–59 bulan yang
mendapat pelayanan kesehatan
balita sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

x 100%

100%

Jumlah balita 0–59 bulan yang ada
di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun yang sama.



1 2 3 4 5 6 7
5 Pelayanan

kesehatan
pada usia
pendidikan
dasar

Sesuai
standar
skrining
kesehatan
usia
pendidikan
dasar

Anak pada
usia
pendidikan
dasar

Setiap anak
pada usia
pendidikan
dasar
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar
kelas 1 dan 7 yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan di
satuan pendidikan dasar

x 100%

100%

Jumlah semua anak usia
pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang
ada di wilayah kerja di wilayah
kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun ajaran.

6 Pelayanan
kesehatan
pada usia
produktif

Sesuai
standar
skrining
kesehatan
usia
produktif

Warga Negara
Indonesia
usia 15 s.d.
59 tahun

Setiap warga
negara
Indonesia usia
15 s.d. 59
tahun
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar

Jumlah pengunjung usia 15–59
tahun mendapat pelayanan skrining
kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun

X 100%

100%

Jumlah warga negara usia 15–59
tahun yang ada di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun yang
sama.



1 2 3 4 5 6 7
7 Pelayanan

kesehatan
pada usia
lanjut

Sesuai
standar
skrining
kesehatan
usia lanjut

Warga Negara
Indonesia
usia 60
tahun ke atas

Setiap warga
negara
Indonesia usia
60 tahun ke
atas
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar

Jumlah pengunjung berusia 60
tahun ke atas yang mendapat
skrining kesehatansesuai standar
minimal 1 kali dalam kurun waktu
satu tahun

X 100%

100%

Jumlah semua penduduk berusia
usia 60 tahun ke atas yang ada di
wilayah Kabupaten/Kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun
perhitungan

8 Pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi

Penderita
hipertensi

Setiap
penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Jumlah penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu
satu tahun

X 100%

100%

Jumlah estimasi penderita
hipertensi berdasarkan angka
prevalensi kabupaten dalam kurun
waktu satu tahun pada tahun yang
sama



1 2 3 4 5 6 7
9 Pelayanan

kesehatan
penderita
Diabetes
Melitus

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes
Melitus

Penderita
Diabetes Melitus

Setiap
penderita
Diabetes
Melitus
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Jumlah penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun

X 100%

100%

Jumlah penyandang DM
berdasarkan angka prevalensi
DM nasional di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun
pada tahun yang sama

10 Pelayanan
Kesehatan
orang dengan
gangguan jiwa
berat

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
jiwa

Orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ) berat

Setiap orang
dengan
gangguan jiwa
(ODGJ) berat
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di
wilayah kerja kabupaten yang
mendapat pelayanan kesehatan
jiwa promotif preventif sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun

X 100%

100%

Jumlah ODGJ berat (psikotik)
yang ada di wilayah kerja
kabupaten dalam kurun waktu
satu tahun yang sama.

11 Pelayanan
kesehatan
orang dengan
TB

Sesuai
standar
pelayanan
kesehatan
TB

Orang dengan TB Setiap orang
dengan TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standar

Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun

X 100%

100%

Jumlah orang dengan TB yang
ada di wilayah kerja pada kurun
waktu satu tahun yang sama



1 2 3 4 5 6 7
12 Pelayanan

kesehatan
orang dengan
risiko
terinfeksi HIV

Sesuai
standar
pemeriksaan
HIV

Orang berisiko
terinfeksi HIV
(ibu hamil,
pasien TB,
pasien IMS,
waria/transgend
er, pengguna
napza, dan warga
binaan Lembaga
Pemasyarakatan

Setiap orang
berisiko
terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan
HIV sesuai
standar

Jumlah orang berisiko terinfeksi
HIV yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar
di fasyankes dalam kurun waktu
satu tahun

X 100%
100%

Jumlah orang berisiko terinfeksi
HIV yang ada di satu wilayah
kerja pada kurun waktu satu
tahun

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO


